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KAJIAN PUSTAKA , KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimanan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan

mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Arens & Loebbeckke, 1995 pengertian pemeriksaan pajak
sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan lainnya dalam rangka

pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan
ketentuan maretial peraturan perundang-undangan”.

Objek pemeriksaan pajak adalah aspek hukum atau ketentuan material dari
SPT WP. Yang diperiksa adalah apakah dasar pengenaan pajaknya adalah sesuai
dengan ketentuan atau tidak, tarif pajaknya sudah sesuai atau tidak, perhitungan
kreditnya sudah benar atau tidak dan lain sebagainya.

Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yaitu Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh

Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk
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melaksanakan Pemeriksaan.Dan kualifikasi pemeriksa pajak tertuang dalam
Standar Pemeriksaan yaitu pada Standar Umum.

Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak terdapat pada
peraturan pelaksanaan, yaitu pada 545/KMK.04/2000, SE - 03/PJ.7/2001, SE -
06/PJ.7/2004, SE - 02/PJ.7/2005, KEP - 142/PJ./2005.

Dan jenis-jenis pemeriksaan di bidang pajak adalah sebagai berikut :
Pemeriksaan rutin

Pemeriksaan kriteria seleksi

Pemeriksaan khusus

Pemeriksaan wajib pajak lokasi

Pemeriksaan tahun berjalan
Pemeriksaan bukti berjalan

S

Tujuan Pemeriksaan Yaitu :

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:

SPT lebih bayar dan atau rugi.

SPT tidak atau terlambat disampaikan.

SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk

diperiksa.

5. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada
huruf.

6. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada

huruf

b=

2.1.1.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009) "pemeriksaan dapat dibedakan
berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan
lapangan dan pemeriksaan kantor”. Dirinci lebih jelas lagi sebagai berikut :
1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib
pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan

bebas, domisili atau tempat tinggal.
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2. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak

untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Pemeriksaan Lapangan dibedakan :

a. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

1.

2.
3.
4.

Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih
jenis pajak secara terkordinasi antar seksi.

Terkordinasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa.
Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan
tujuan pemeriksaan.

b. Pemerikasaan lengkap

P

Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan
KSO (kerja sama opersi)

Konsorium

Teknik yang lazim dalam pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan :

1.

(98]

4 bulan

Sejak terbit SP2 (surat erintah pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP
(lapangan hasil pemeriksaan)

Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.

Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib
pajak dikantor unit pemeriksaan (DJP).

Jangka waktu pemeriksaan kantor :

1.

3 bulan
Sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan

tanggal lapangan hasil pemeriksaan (LHP)

Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

Mekanisme perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dalam hal kondisi

regular dan adanya indikasi transfer pricing :

1.

2.

Perpanjangan hanya bisa dilakukan 1 kali

Dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan
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Surat pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara manual atau surat
biasa atau melalui elektronik (email)

Memperhatikan jangka waktu SPT LB (lebih bayar)

Surat pemberitahuan maksimal disampaikan 1 minggu sebelum
berakhirnya jangka waktu

Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (kepala kantor).

Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pajak maka pemeriksaan

kantor dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan. (2009:262)

2.1.1.3 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, ada tahapan-tahapan yang harus

dilakukan oleh pemeriksa pajak, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 545/KMK.04/2000 Siti Kurnia Rahayu (2010: 286-304) menjelaskan

tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan
sebagai berikut:

1.

Mempelajari berkas wajib pajak /berkas data
Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak

2
3. Mengidentifikasi masalah

4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
5.
6
7
8

Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

. Menyusun program pemeriksaan
. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
. Menyediakan sarana pemeriksaan

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh

gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga
program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
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a. Mengumpulkan dan mempelajari Berkas Wajib Pajak (Data Internal dan

Eksternal)
Kegiatan mengumpulkan berkas WP dan berkas data dimulai dengan
meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang
terdapat didalam sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan.
Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menjalankan sistem
administrasi modern, berkas Wajib Pajak (WP) dapat diperoleh dari seksi
pelayanan atau dapat dilihat pada system informasi yang terhubung
dengan seluruhkomputer pegawai di KPP yang bersangkutan.

1. Sistem Informasi Administrasi

2. Data Tunggakan Wajib Pajak

3. Laporan Hasil Pemeriksaan terdahulu serta Kertas Kerja

Pemeriksaannya

4. Riwayat Keberatan/Banding/Peninjauan Kembali Selain data

internal, pemeriksa dapat mengumpulkan informasi dari sumber-sumber

data eksternal antara lain:

a. Media massa (media cetak dan elektronik)

b. Internet

c. Bursa

b. Identifikasi Wajib Pajak (Tax Payer Profile)

Seluruh data dan informasi yang didapat baik itu dari internal maupun
eksternal dirangkum dalam bentuk Tax Payer Profile (profil Wajib Pajak).
Profil Wajib Pajak meliputi: Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib
Pajak, Alamat Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
Tanggal Pengukuhan PKP, Kode Lapangan Usaha (KLU), Jenis Usaha,
Merk Dagang, Contact Person, Pemegang Saham, Hubungan Istimewa,
Pengurus (Direksi dan komisaris)dan lain-lain.

c. Analisis Kuantitatif dan Kualitatif
Untuk data-data berupa laporan keuangan wajib pajak dilakukan analisis
kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu
melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku
besar yang diprioritaskan dan/atau akan dikembangkan pemeriksaannya.

d. Mengidentifikasi masalah dan Menentukan cakupan (ruang lingkup)
pemeriksaan Setelah dilakukan analisis data baik kuantitatif maupun
kualitatif Pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan
perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada
Wajib Pajak.Atas alternatif-alternatif permasalahan tersebut Pemeriksa
harus dapat mengidentifikasi penyebab paling mungkin atas terjadinya
masalah tersebut serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang
berkaitan dengan masalah yang ada. Pos-pos atau rekening inilah yang
nantinyaakan dilakukan pendalaman lebih jauh. Identifikasi masalah dan
cakupan pemeriksaan yang telah ditentukan akan digunakan sebagai bahan
untuk membuat program pemeriksaan.

e. Menyusun program pemeriksaan dan menetukan buku-buku dan dokumen
yang akan dipinjam Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-
langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang
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diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan
dan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan
pemeriksaan sebelumnya. Program pemeriksaan harus merujuk kepada
identifikasi permasalahan serta cakupan (ruang lingkup) yang telah
ditentukan. Hal ini perlu dilakukan agar arah pemeriksaan tidak terlalu
melebar sehingga tidak fokus. Program pemeriksaan meliputi prosedur-
prosedur yang perlu dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan
pemeriksaan. Berdasarkan programpemeriksaan dapat diidentifikasi buku-
buku atau catatan yang akan dipinjamkepada Wajib Pajak.

Menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan Agar pelaksanaan
pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka sebelum melakukan
pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana-sarana.

. Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
pemeriksa dan meliputi:

1.

oD

P oW

Memeriksa di tempat Wajib Pajak,

Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern,

Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen

Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga,

Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak,

Melakukan sidang penutup (Closing Conference)

Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak Pemeriksaan di tempat Wajib "Pajak
dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan
Pemeriksa di tempat/lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan
mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib
Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk
meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan
dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Melakukan Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem ini terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang
dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai
bahwatujuan dan sasaran satuan usaha dapai dicapai. Kebijakan dan
prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara bersama-sama
membentuk struktur pengendalian intern suatu bentuk usaha. Untuk
mengetahui lemah/kuatnya Sistem Pengendalian Infern (SPI) sebagai
dasar untuk menentukan luasnya cakupan pemeriksaan dan dalamnya
pengujian-pengujian yang akan/harus dilakukan.

Menyesuaikan Cakupan dan Program Pemeriksaan

Agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang faktual
sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Setelah kita melakukan
penilaian SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program
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pemeriksaan dilakukan. Proram pemeriksaan yang telah dibuat
sebelumnya akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan
pengujian SPI.

d. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan, dan Dokumen
Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen merupakan jantung dari tahap
pelaksaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai
dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai
dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen Wajib
Pajak. Temuan atau koreksi bukanlah suatu sulap yang bias hadir begitu
saja hanya dengan menjentikan jari. Langkah pemeriksaan buku, catatan
dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan
yang telah disusun dandimutakhirkan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan
dengan suatu teknik dan metode-metode tertentu.

e. Melakukan Konfirmasi Kepada Pihak Ketiga
Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib
Pajak dengan bukti —bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

f. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak

1. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan perhitungan pajak
terutang kepada Wajib Pajak.

2. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta perhitungan
pajak terutang dengan Wajib Pajak.

3. Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan
pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut
mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.

g. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai

upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan

pemeriksaan dan koreksi fiscal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Pemeriksaan yang harus ditandatangai oleh Wajib Pajak dan pemeriksa

disertai lampiran yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak

terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa.

3. Tahap Pelaporan Pemeriksaan

Laporan pemeriksaan pajak laporan yang dibuat oleh pemeriksa pajak pada
akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua
hasil tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan
Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak — pihak lain untuk
mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan
pencarian informasi — informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian
kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena
itu Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif. Setelah dilakukannya
tahapan-tahapan pemeriksaan maka harus dibuat laporan hasil akhir
pemeriksaan yang berisi laporan mengenai proses pemeriksaan yang perlu
dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa pajak. Laporan hasil pemeriksaan
merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang
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sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap wajib pajak maupun
pemeriksa pajak. Dalam penerbitan SKP harus mengikuti persyaratan legal
formalnya, berbagai data dan informasi, perhitungan, teknik dan metode yang
digunakan dalam pemeriksaan, proses pengambilan kesimpulan, hingga
pengikhtisaran dalam suatu Laporan Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan
teliti, akurat, logis, dan mengacu pada peraturanperundangan perpajakan yang
berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LPP supaya dapat
dimanfaatkan oleh pemeriksa berikutnya antara lain, gambaran kegiatan usaha
wajib pajak, gambaran sistem akuntansi, daftar buku dan dokumen yang
dipinjam, produksi data, dan usulan pemeriksa yangberisi apabila dikemudian
hari ditemukan data baru dan atau data lain yang belum terungkap dalam
pemeriksaan ini maka diusulkan untuk diterbitkan sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
1. Umum
Memuat keterangan-keterangan mengenai, identitas wajib pajak,
pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak,
penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan
daftar lampiran.
2. Pelaksanaan pemeriksaan
Memuat penjelasan secara lengkap mengenai, pos-pos yang diperiksa,
penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan
pemeriksa.
3. Hasil pemeriksaan
Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan
wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai
besarnya pajak-pajak yang terutang.
4. Kesimpulan dan usul pemeriksaan
Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak
yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan,
data/informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa.

2.1.2 Penyelundupan Pajak (Tax Evasion)
2.1.2.1 Pengertian Penyelundupan Pajak
Penyelundupan pajak merupakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh wajib
pajak atau penasihat ahlinya yang bertujuan dengan sengaja melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku.
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Tax Evasion merupakan tindakan yang ilegal yang memperkecil ataupun
meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang
harus dibayarkan.

Adapun pengertian Tax Evasion menurut Ernest R. Mortenson (2006:118)
adalah sebagai berikut :

“Penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan

dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari

pengenaan pajak.”
Pada umunya penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai
tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penyelundupan
pajak dalam mengurangi beban pajaknya jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal

atau perbuatan melanggar hukum.

Pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak menurut Harry
Graham Balter yang dikutip dan dialih bahasakan oleh Mohammad Zain
(2005:49) adalah:

“Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh

wajib pajak-apakah berhasil atau tidak-untuk mengurangi atau sama sekali

menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai
pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan, sedangkan

penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan Pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak
menurut Robert H. Anderson yang dikutip dan dialih bahasakan oleh Mohammad

Zain (2005:50) adalah sebagai berikut:
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“Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-
undang pajak, sedangkan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak
yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fax evasion merupakan usaha
yang tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh wajib pajak untuk lari atau
menghindarkan diri dari pengenaan pajak.

Tax Evasion merupakan usaha penghindaran pajak yang terutang secara
ilegal,sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa
akibat dari perbuatnnya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum
serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama. Penyebab
Wajib Pajak melakukan Tax Evasion diantaranya adalah fitrahnya penghasilan
yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban
pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri
dan kepentingan negara. Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang
kewajiban bernegara, tidak patuh terhadap peraturan, kurang menghargai hukum,
tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah dan
penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak (Amrosio M.Lina dalam
Safri Nurmantu)

Menurut M.zain (2008:51) mengatakan bahwa Indikator Penyelundupan Pajak

Antara lain:

1. Menyampaikan SPT tahunan PPhTepat waktu
2. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Terlambat/lewat waktu

3. Menyampaikan SPT tahunan PPh pembetulan
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4. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
5. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang

6. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak
2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang
tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai
kebenarannya.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995 : 1013), dalam Sony Devano
dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) pengertian Kepatuhan adalah sebagai berikut :

”Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan”.

Sedangkan menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain :2004), dalam Sony
Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
adalah sebagai berikut :

”Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan

kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan

peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:139), kepatuhan

wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut :

Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;

Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan;

Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terurang; dan
Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

PR
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Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan
Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak
patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam
dua tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal
terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan yang terakhir untuk
masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit
oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau
pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi
fiskal.

Menurut Safri Nurmantu dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu

(2005:110), mengatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :
“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana
wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak
perpajakannya.”

”’Ada dua macam kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memnuhi
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Perpajakan.

2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara
substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan,

yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuham Material
juga meliputi kepatuhan Formal”.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112) memberikan
pendapatnya mengenai kepatuhan adalah sebagai berikut :

”Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-
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undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu

negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama

dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar,

tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan nominal setoran pajak yang

dibayarkan pada kas negara.”

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah disebutkan diatas, dapat
disimpulkan bahwa Kepatuhan adalah tindakan taat atau patuhnya wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum

perpajakan yang berlaku.

2.1.3.2 Kewajiban Wajib Pajak
Wajib pajak harus melakukan kewajibannya seperti berikut :
1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Wajib Pajak telah menjalankan
kewajibannya dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu jika :
”Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemeberitahuan
Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib
Pajak telah melaporkan Surat Pemeberitahuan Pajak Penghasilan (SPT
PPh) Tahunan sebelum tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah
memenuhi kewajibannya.”
Jadi sesuai dengan ketetapan perundangan perpajakan yang berlaku bahwa
Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam kurung waktu

yang ditetapkan yaitu tanggal 31 maret maka wajib pajak tersebut

dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.



27

2. Menyampaikan SPT Tahunan Terlambat / Lewat Waktu (Permohonan
Perpanjangan Penyampian SPT)

Terdapat banyak kasus dimana Wajib Pajak tidak menyampaikan kembali
SPT pada waktunya dikarenakan ketidaklengkapan persyaratan berupa laporan
keuangan dari Wajib Pajak tersebut.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:46) adalah sebagai
berikut :

”Pasal 3 ayat 4 dan 5 UU KUP menyatakan bahwa WP dapat mengajukan

permohonan perpanjangan waktu untuk penyampaian SPT tahunan.

Dengan cara mengisi formulir yang tersedia di kantor pelayanan pajak,

masing-masing rangkap dua. Dalam permohonan secara tertulis itu

diajukan sebelum tanggal 25 sebelum batas akhir penyampaian SPT
Tahunan”.

3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan
Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:46) adalah sebagai
berikut :
”Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak
masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan
sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak,
bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Dirjen pajak belum
melakukan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan SPT tersebut diatas
menyatakan rugi atau lebih bayar”.
Dengan fasilitas tersebut diatas, Wajib Pajak dapat tetap

melakukan kewajibannya walawpun dengan keterlambatan waktu, namun

dapa dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.
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2.1.3.3 Jenis Kepatuhan
Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti

Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang
perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara
substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu
sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat
meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.
Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah
memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi
ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantive
memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa
undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan
formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak
yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT)

sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.
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2.1.3.4 Kriteria Wajib Pajak Patuh
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003
tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh yang
dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila
memenuhi semua syarat sebagai berikut:
a. Tepat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua)
tahun terakhir;
b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari
3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu
penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk setiap jenis pajak:
1. Kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda untuk
pembayaran pajak
2. Tidak temasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan
untuk 2 (dua) masa pajak terakhir
e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang

pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
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Menurut (Chaizi Nasucha dalam Siti kurnia Rahayu,2010:139) indikator

kepatuhan wajib pajak di antara lain:

. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data

. Menyusun program pemeriksaan
. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan di pinjam
. Menyediakan sarana pemeriksaan

. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
. Melakukan sidang penutup
. Laporan pelaksanaan pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan

1
2
3
4
5. Melakukan penilaian atas system pengendalian intern
6
7
8
9
1

0. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

2.1.4 Penelitian Terdahulu

no Penulis / Judul Kesimpulan
1 Penulis : Gunadi Diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan
Judul Fungsi | terhadap SPT yang masuk berkisar Rata-rata
pemeriksaan terhadap | 12,8%, yang menunjukan bahwa tax audit
peningkatan  kepatuhan | coverage masih relative rendah. Sedangkan
pajak (Tax Compliance) | bila menganalisa jumlah pemeriksa pajak
dibandingkan jumlah WP yang diperiksa
juga mennjukan tingkat yang sangat rendah
yaitu sebesar 5% hal ini menunjukan bahwa
beban pemeriksa pajak telah tinggi
2 Penulis : Yongzhi Niu This study does find a positive relationship
Judul : between the audit and the voluntary
Tax Audit Impact on compliance. The findings suggest that the
Voluntary Compliance audit productivity may be underestimated in
many studies in the literature
3 Penulis : Choong Kwai | In this study, we explore the subject of tax
Fatt and Lai Min‘g‘ Ling | qudit and tax evasion in Malaysian taxation
Judul: Tax Practltloner.s’ environment from the perception of tax
Perception on Tax Audit practitioners
and Tax Evasion: Survey
Evidence in Malaysia
4 Penulis : Luigi Alberto This chapter offers an overview of the
Franzoni theoretical and empirical research on
Judul : TAX EVASION | taxevasion, delineating the variety of factors
AND TAX affecting noncompliance and examining
COMPLIANCE possible remedies.
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Pemeriksaan
pajak An empirical of
Indikator: federal income tax
1. Mempelajari  berkas  wajib auditing and
pajak/berkas data compliance
2. Menyusun program pemeriksaan
3. Menentukan  buku-buku dan ™ Jeffrey a.dubin and
> dokumen yang akan di pinjam Louis I, wilde
4. Menyediakan sarana
pemeriksaan
5. Melakukan penilaian atas system
pengendalian intern
6. Melakukan konfirmasi kepada \
ihak ketiga ..
7. llz/[elakuka;gl sidang penutup Kepatuhgn Wajib
8. Laporan pelaksanaan Pajak
pemeriksaan
9. Laporan hasil pemeriksaan v
1 O.Kesimpl}lan dan usul Indikator -
Penyelqnliiupan p\pemeriksaan 1. Menyampaikan SPT
payja tahunan PPhTepat waktu
2. Menyampaikan SPT
Tahunan PPh
Terlambat/lewat waktu
3. Menyampaikan SPT tahunan
PPh pembetulan
4 v
Indikator : TAX EVASION AND 4. Kepatuhan wajib pajak
1. Tidak menyampaiikan TAX COMPLIANCE dalam mendaftarkan diri
SPT , Luigi Alberto
2. Menyarnpalkan SPT Franzoni (2001) 5. Keptuhan untuk menyetor
dengan tidak benar kembali surat pemberitahuan
3. Tidak mendaftarkan diri
atau  menyalahgunakan 6. Kepatuhan dalam
II:IIE;’VP atau  Pengukukan perhitungan dan pembayaran
4. Tidak menyetorkan pajak pajak yang terutang
yang telah di pungut atau 7. Kepatuhan dalam
di potong
5. Berusaha menyuap fiskus pembayaran funggakan
Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran
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2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori penghubung menurut (Gunadi 2005) adalah sebagai berikut :

”Upaya peningkatan kepatuhan pajak terkait erat dengan pemeriksaan pajak

dimana pada gilirannya akan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan

pajak”.

Selain itu menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:248) adalah sebagai berikut:

“Tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah;

1. Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien

2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak

3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan

pajak d indonesia

4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan

penerimaan begara dari pajak”

Menurut Oktivani (2007), pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan
pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrument penting
untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material,
yang memiliki tujuan untuk menguji da meningkatkan tax compliance seorang
wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam
meningkatkan penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Penyelundupan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Harry braham balter (2005) mengatakan bahwa:

“Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh
wajib pajak-apakah berhasil atau tidak-untuk mengurangi atau sama sekali
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menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai
pelanggaran terhadap, sehingga kepatuhan wajib pajak tidak akan patuh
dalam membayar pajak.

Menurut Safri Nurmantu (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138), “Kepatuhan
perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban
perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya.” Seandainya kepatuhan
masyarakat sudah baik, maka penerimaan pajak akan optimal. Sebaliknya jika
kepatuhan masih rendah, dapat menimbulkan penyelundupan pajak (fax evasion).
Penyelundupan pajak berarti manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk
memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedang penghindaran pajak diartikan
sebagai manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah
pajak yang terutang (M. Zain, 2008:44).

Menurut Luigi Alberto Franzoni 2001 mengatakan bahwa terdapat pengaruh

positif antara penyelundupan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan Pajak

(X1)
Kepatuhan Wajib Pajak
: (Y)
Penyelundupan Pajak
(X2)
Gambar 2.2

Krangka pemikiran Teoritis
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23 Hipotesis Penelitian
Menurut Sugiyono (2011:51) mengungkapkan bahwa :
“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan
sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui
pengumpulan data.”

Dari uraian diatas mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penggelapan
pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka penulis dapat mengambil hipotesis
sementara yaitu:

“Pemeriksaan pajak dan penyelundupan pajak berpengaruh secara simultan

dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama wilayah

Bandung”.



